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Pelindungan hak-hak petani atas tanah secara normatif sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun secara empiris, petani masih belum
mendapatkan kesgjahteraan dari tanahnya. Sedangkan, kehidupan dan penghidupan mereka sangat
tergantung dari sumber daya tersebut. Bahkan, beberapa petani memiliki luasan tanah yang sangat kecil
sehingga merekatidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Petani gurem semacam itu sangat
membutuhkan Pelindungan terhadap hak-hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati
ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Pelindungan dan pemberdayaan petani. Selain itu juga
mengamati implementasi kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan petani gurem dalam kerangka
reforma agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah non-doktrinal dengan
menggunakan pendekatan sosio-legal. Hal ini guna mengumpulkan data primer yakni melalui studi lapangan
dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari
hasi| analisis dapat dinyatakan bahwa Pelindungan dan pemberdayaan petani dalam ketentuan hukum di
Indonesia cenderung meluas dan seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu pengaturan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta K erja banyak mengancam hak-hak petani atas tanah.
Selanjutnya pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan petani melalui reforma agraria belum optimal
dikarenakan penggunaan Hak Milik Bersama sebagai alas hak. Juga pemberdayaan petani yang melalui
program pemerintah seringkali masih terpecah-pecah dan cenderung sektoral.

...... The normative protection of farmers' rightsto land has already been affirmed within Law Number 5 of
1960 concerning the Basic Principles of Agrarian Affairs. However, empirically, farmers are still not
reaping prosperity from their land. Their lives and livelihoods, however, heavily rely on these resources. In
fact, some farmers possess very small land holdings that do not sufficiently meet their basic needs. Farmers
in such marginalized situations critically require protection for their land rights. The objective of this
research isto examine the legal provisionsin Indonesia that regulate the protection and empowerment of
farmers. It also scrutinizes the implementation of policies to protect and empower marginalized farmers
within the framework of agrarian reform. The method employed in thislegal research is non-doctrinal, using
a socio-legal approach to gather primary data through field studies and secondary data through literature
review. Subsequently, the datais qualitatively analyzed. From the analysis results, it can be stated that the
protection and empowerment of farmers within legal provisionsin Indonesia tend to expand and often lead
to jurisdictional overlaps. Furthermore, the regulations within Law Number 2 of 2022 concerning Job
Creation significantly threaten farmers' land rights. Moreover, the implementation of protection and
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empowerment of farmers through agrarian reform has not been optimal due to the use of Collective
Ownership Rights as abasis for rights. Also, government-led empowerment programs for farmers often
remain fragmented and tend to be sectoral.



